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ABSTRAK 

 

Negara Indonesia adalah negara Hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945; Pasal ini mempunyai filosofi konsep bernegara yang memberikan 

ruang kepada hegemoni hukum atau kedaulatan hukum (supremacy of Law) yang 

artinya dalam kehidupan bernegara dalam konteks ke Indonesiaan, satu hal yang 

harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat. Negara 

berkewajiban dalam memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum tersebut 

bagi para warga anggota masyarakatnya. Dalam menjalankan kewajiban negara 

tersebut, negara memberikan kewenangan secara atributif kepada Notaris sebagai 

pejabat umum untuk melaksanakan sebagian fungsi publik yang khusus di bidang 

hukum perdata. Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada 

ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Seiring perkembangan zaman dan 

tuntutan kebutuhan, pada prakteknya salah satu peranan Notaris yang dibutuhkan 

adalah pembuatan Covernote. Pada prakteknya, pembuatan Covernote ini 

dibubuhi cap/stempel jabatan Notaris dan pada cap/stempel tersebut terdapat 

lambang Negara. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui kewenangan 

Notaris atas penggunaan cap/stempel dengan lambang negara pada pembuatan 

Covernote, kedua untuk mengetahui hakikat penggunaan cap/stempel dengan 

lambang negara oleh Notaris pada pembuatan Covernote. Metode penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan 

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada kewenangan penggunaan cap/stempel 

pada pembuatan Covernote karena kewenangan penggunaan cap/stempel jabatan 

Notaris atas pembuatan Covernote tidak ada di dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris. Penggunaan cap/stempel Notaris atas Covernote apabila dikaitkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang 

Negara tidak memberikan kepastian hukum, tidak adanya penjelasan lebih lanjut 

mengenai yang dimaksud dengan “bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini” 

di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebabkan multi tafsir terkait Pasal 

Peraturan Pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum 

terkait penggunaan cap/stempel Notaris dengan lambang negara pada pembuatan 

Covernote. 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is a legal state, in Chapter 1 subsection (3) of the 1945 Constitution; 

this article has a philosophical concept of the state which provides space for legal 

hegemony or legal sovereignty, which means that in state life in the Indonesian 

context, one thing that must be upheld is the legal life of society within. The state 

is obliged to provide and guarantee legal certainty for its citizens. In carrying out 

these state obligations, the state grants attributive authority to Notaries as public 

officials to carry out some specific public functions in the field of civil law. 

Notaries in carrying out their authority are bound by provisions that must be 

obeyed. As time goes by and needs demand, in practice one of the roles of a 

Notary that is needed is making Covernotes. In practice, this Covernote is made 

with a Notary's position stamp and the stamp contains the State symbol. This 

research aims firstly to find out Notary's authority over the use of stamps with 

state symbols when making covernotes, secondly to find out the essense of the use 

of stamps with state symbols by Notaries when making Covernotes. This research 

method is normative legal research. The results of this research are based on the 

Law on the Position of Notaries, there is no authority to use a seal/stamp when 

making a Covernote because the authority to use a seal/stamp of a Notary when 

making a Covernote does not exist in the Law on the Position of Notary. The use 

of a Notary's seal/stamp on the Covernote when linked to Government Regulation 

Number 43 of 1958 concerning the Use of State Emblems does not provide legal 

certainty, there is no further explanation regarding what is meant by "contrary to 

this Government Regulation" in this Government Regulation causing multiple 

related interpretations, resulting in the absence of legal certainty regarding the 

use of a Notary's seal/stamp with the state symbol when making Covernote. 
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